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Abstract 
 The Objectives of the research were to : (1) Analyze the evaluation of birth assurance policy 
in public health of Talise Palu City. The main theory of policy employed was from William Dunn 
covering: (1) effectiveness, (2) efficiency, (3) adequateness, (4) equality, (5) responsiveness, (6) 
accuracy. The research method was qualitative approach.  The research setting was at public 
health of Talise with 6 informants who selected purposively as the sample. The techniques of data 
collection were interview, observation and documentation. The technique of data analysis employed 
Miles and Huberman interactive model. Based on the research result, it showed that the 
implementation of birth assurance policy in public health of Talise had been conducted, however, it 
was not  as expected. It could be seen from the six criteria, the evaluation of the policy effectiveness 
had not run effectively because the result given was not maximal; then from efficiency had already 
been done well by conducting many efforts and strategy for the society to use the policy by 
implementing gathering pregnant women which the funding taken from Health Operational 
Funding; from adequateness, the public health of Talise had fulfilled human resources and facility 
of the public health, and from equality, the policy of birth assurance had been given equally to the 
whole society even though the budget process was still late by the verificator team of City Health 
Official; from responsiveness, the officer had given satisfying service to the society even though the 
result and birth assurance budget was still low; and finally from accuracy, it had given benefits to 
the society by giving pregnancy checking and birthing free and enhancing income for the officers of 
the health public. 
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Undang-undang No. 36 Tahun 2009 
tentang kesehatan, pada pasal 5 ayat (1) 
menegaskan bahwa setiap orang mempunyai 
hak yg sama dalam memperoleh akses atas 
sumber daya dibidang kesehatan. Selanjutnya 
pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang 
mempunyai hak dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan 
terjangkau. Kemudian pada ayat (3) 
menyatakan bahwa setiap orang berhak secara 
mandiri dan bertanggungjawab menentukan 
sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan 
bagi dirinya. Selanjutnya dalam pasal 6 
ditegaskan bahwa setiap orang berhak 
mendapatkan lingkungan yang sehat bagi 
pencapaian derajat kesehatan.  
Secara umum Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia. No. 
2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk 
teknis jaminan persalinan bahwa Kebijakan  
Jampersal pada tahun 2012 tidak jauh berbeda 
dengan tahun 2011, hanya saja terdapat 
beberapa pembenahan pada skema Jampersal 
tahun 2012 ini, di antaranya perluasan 
pelayanan kesehatan yang dijamin, 
peningkatan besaran tarif pelayanan yang 
ditanggung, pembenahan pada 
pengorganisasian di tingkat pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota, Mekanisme pengelolaan 
keuangan/dana baik di tingkat dasar maupun 
tingkat lanjutan. 
 Kebijakan Jampersal telah di 
laksanakan di Propinsi Sulawesi Tengah sejak 
disampaikannya Surat Edaran Menteri 
Kesehatan Nomor. TU/Menkes/391/2011 
tentang janiman persalinan yang mengacu 
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pada petunjuk teknis Peraturan Menteri 
Kesehatan RI. Nomor  631/Menkes/III/2011 
tentang petunjuk teknis jaminan persalinan 
dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan 2562/Menkes/Per/XII/2011 
tentang petunjuk teknis jaminan persalinan 
yang diterbitkan dalam rangka implementasi 
jaminan persalinan, yang kemudian kebijakan 
ini di tindaklanjuti untuk dilaksanakan di 
semua Puskesmas yang ada di Kota Palu. 
Pelaksanaan kebijakan jaminan 
persalinan di Puskesmas Talise sudah berjalan 
sesuai dengan petujuk teknis jaminan 
persalinan namun belum mencapai hasil yang 
optimal sebagaimana yang diharapkan. 
Berdasarkan hasil observasi bahwa 
pelaksanaan kebijakan jaminan persalinan 
dilihat dari ke enam kriteria tersebut masih 
perlu lebih ditingkatkan. Fenomena yang 
peneliti temukan lebih awal terdapat masih 
banyak kendala bahwa dari kriteria efektifitas 
masih kurangnya masyarakat yang 
menggunakan jaminan persalinan hal ini 
disebabkan karena kurangnya sosialisasi 
kepada masyarakat sehingga banyak ibu 
hamil yang belum mengetahui kebijakan yang 
pro rakyat ini, dari tingkat efesiensi tidak 
adanya dana  khusus untuk kegiatan 
pelacakan ibu hamil di masyarakat, dari segi 
kecukupan masih terbatasnya sarana alat 
kesehatan yang digunakan untuk melakukan 
pertolongan persalinan, dari segi perataan 
biaya yang menjadi kendala dalam hal 
pemberian insentif selalu terlambat kepada 
petugas hal ini disebabkan karena lambatnya 
dana yang cair dari Dinas Kesehatan Kota, 
dari tingkat responsivitas petugas masih 
mengeluhkan rendahnya biaya pertolongan 
persalinan jampersal yang diberikan kepada 
petugas. 
 Berdasarkan uraian tersebut, maka 
peneliti merumuskan sebuah judul “Evaluasi 
Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) di 
Puskesmas Talise Kota Palu” dengan alasan 
bahwa riset  evaluasi kebijakan bertujuan 
untuk menilai atau melihat keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan 
dengan maksud untuk memberi nilai atas 
pelaksanaan kebijakan. Dunn (1999: 608) 
ketika hasil kebijakan pada kenyataannya 
mempunyai nilai berarti memberi sumbangan 
terhadap tujuan dan sasaran artinya kebijakan 
atau program telah mencapai tingkat kinerja 
yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-
masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. 
Untuk memahami apakah kebijakan 
jaminan persalinan dapat dilaksanakan dengan 
baik atau tidak, maka peneliti melakukan 
penelitian dengan mengacu pada pendapat 
Dunn (1999: 610) bahwa ada beberapa 
indikator evalusi kebijakan yaitu (1) 
efektivitas, (2) efesiensi, (3) kecukupan, (4) 
perataan, (5) responsivitas, (6) ketepatan. 
Indikator inilah penulis jadikan acuan dengan 
alasan bahwa teori tersebut untuk mengkaji 
mengenai evaluasi kebijakan jaminan 
persalinan (jampersal) di Puskesmas Talise 
Kota Palu.  
Dalam mengevaluasi kebijakan sangat 
penting konsep kebijakan publik. Istilah  
policy (Kebijaksanaan) seringkali 
penggunaannya saling dipertukarkan dengan 
istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), 
program, keputusan, undang-undang, 
ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan 
rancangan-rancangan besar dalam Wahab 
(2001: 1). 
Secara konseptual kebijaksanaan negara 
tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau 
pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, 
tapi opini publik (publik opiniont) juga 
mempunyai porsi yang sama besarnya untuk 
diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan 
negara.  
Evaluasi membuahkan pengetahuan 
yang relevan dengan kebijakan tentang 
ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang 
diharapkan dengan benar-benar dihasilkan, 
Dunn (1999: 28). Selanjutnya evaluasi bukan 
merupakan persoalan opini atau selera, 
evaluasi merupakan persoalan fakta dan 
logika dan lebih penting dari yang penting, 
Scriven (2000: 22). 
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Menurut Dunn (1999: 614), ada  dua 
tipe evaluasi yaitu (1) Summative Evaluation 
adalah penilaian dampak dari suatu program 
yang dilakukan pada saat suatu kegiatan atau 
program telah selesai dilaksanakan. Evaluasi 
Sumatif dilaksanakan terutama untuk 
menentukan sejauhmana suatu program 
mempunyai nilai kemanfaatan; (2) Formative 
Evaluation adalah merupakan evaluasi 
penilaian terhadap proses dari pelaksanaan 
program disebut juga evaluasi proses. 
Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan 
memiliki posisi penting dalam keseluruhan 
siklus kebijakan; pertama, evaluasi 
memberikan informasi yang valid dapat 
dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, 
evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi 
dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 
pemilihan tujuan dan target kebijakan. Ketiga, 
evaluasi memberi konstribusi bagi aplikasi 
metode-metode kebijakan karena berbagai 
informasi yang didapat tentang tidak 
memadainya kinerja kebijakan dapat memberi 
sumbangan pada perumusan ulang masalah 
kebijakan, Dunn (1999: 609). 
 Sementara itu, Bingham dan Felbinger 
dalam Nugroho (2012: 735),  membagi 
evaluasi kebijakan menjadi empat jenis: 
1) Evaluasi proses, yang fokus pada 
bagaimana proses implementasi suatu 
kebijakan. 
2) Evaluasi impak, yang fokus pada hasil 
akhir suatu kebijakan. 
3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil 
kebijakan dengan tujuan yang 
direncanakan dalam kebijakan pada saat 
dirumuskan. 
4) Meta evaluasi, yang merupakan evaluasi 
terhadap berbagai hasil atau temuan 
evaluasi dari berbagai kebijakan yang 
terkait.   
 Menurut Winarno (2004: 165), evaluasi 
kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-
sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk 
mengetahui, apakah kebijakan publik yang 
telah dijalankan meraih dampak yang 
diinginkan dalam bahasa yang lebih singkat 
evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
menilai “manfaat” suatu kebijakan. 
Menurut Muhajir (1996) dalam Widodo 
(2006: 111), evaluasi kebijakan publik 
merupakan suatu proses untuk menilai 
seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat 
membuahkan hasil dengan membandingkan 
antara hasil yang diperoleh dengan tujuan 
dan/atau target kebijakan publik yang 
ditentukan. 
 Mustopadijaja (2002) dalam Rusli 
(2013: 119), menjelaskan evaluasi merupakan 
kegiatan pemberian nilai atas suatu 
“fenomena” didalamnya terkandung nilai 
(value judgment) tertentu. Pertanyaannya 
adalah fenomena apa yang dinilai jawabannya 
sangat tergantung kepada konteksnya. 
Manakala konteksnya kebijakan publik maka 
fenomena yang dinilai menurut Mustopadijaja 
(2002) dalam Widodo (2006: 111), adalah 
berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, 
kelompok sasaran (target groups) yang ingin 
dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan 
yang digunakan, responsi dari lingkungan 
kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang 
terjadi, dan sebagainya”.  
Menurut Dunn (1999: 611), dalam 
menghasilkan informasi mengenai kinerja 
kebijakan, analis menggunakan tipe kriteria 
yang berbeda untuk mengevaluasi hasil 
kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria 
untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi 
adalah pada waktu ketika kriteria diterapkan 
atau diaplikasikan. Kriteria untuk evaluasi 
diterapkan secara restrospektif (Expost), 
sedangkan kriteria untuk rekomendasi 
diterapkan secara prospektif (exante). 
Adapun tahapan evaluasi kebijakan 
menurut Dunn (1999: 614), sebagai berikut: 
1)  Sebelum dilaksanakan (evaluasi summatif). 
2) Pada waktu dilaksanakan (evaluasi proses)
 . 
3) Sesudah dilaksanakan (evaluasi 
output,dampak,impak,pengaruh)
. 
 Secara umum Dunn (1999: 610), 
menggambarkan adapun yang menjadi kriteria 
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untuk mendapatkan informasi mengenai 
kinerja kebijakan adalah (1)Efektifitas, (2) 
Efesiensi., (3) Kecukupan, (4) Perataan, (5) 
Responsivitas,   (6) Ketepatan. Kriteria inilah 
penulis jadikan sebagai acuan dengan alasan 
bahwa teori tersebut relevan untuk mengkaji 
secara holistik mengenai Evaluasi Kebijakan 
Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas 
Talise Kota Palu, sehingga rumusan masalah 
penelitian dirumuskan bahwa mengapa 
kebijakan jaminan persalinan di  Puskesmas 
Talise Kota Palu tidak berjalan efektif? 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
mengapa kebijakan jaminan persalinan di  
Puskesmas Talise Kota Palu tidak berjalan 
efektif. 
 Akhirnya hasil penelitian tersebut dapat 
bermanfaat secara akademis. Penelitian ini 
diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan khususnya hal-hal yang 
berkaitan dengan evaluasi kebijakan  dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dalam organisasi maupun kehidupan 
bermasyarakat, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat berguna / bermanfaat sebagai bahan 
pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kota 
Palu Propinsi Sulawesi Tengah, khususnya 
Puskesmas Talise Kota Palu dalam 
melaksanakan kebijakan jaminan persalinan 
serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 
di Puskesmas Talise Kota Palu. 
 
METODE  
 
 Jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. 
1. Lokasi penelitian dilaksanakan Puskesmas 
Talise Kelurahan Talise Kecamatan 
Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi 
Tengah. 
2. Fokus dan deskripsi fokus : 
(1) Efektifitas, yang dimaksud dalam 
penelitian ini pencapaian hasil yang 
diinginkan dari kebijakan jaminan 
persalinan di Puskesmas Talise apakah 
sudah dilaksanakan secara optimal 
oleh petugas dan masyarakat. 
(2) Efesiensi,  yang dimaksud dalam 
penelitian ini seberapa banyak usaha 
yang diperlukan petugas Puskesmas 
Talise dan masyarakat untuk mencapai 
hasil daripada kebijakan jaminan 
persalinan. 
(3) Kecukupan, yang dimaksud dalam 
penelitian ini hasil yang dicapai dapat 
memecahkan permasalahan dengan 
adanya ketersediaan sumber daya 
manusia maupun non manusia. 
(4) Perataan, yang dimaksud dalam 
penelitian ini seberapa besar manfaat 
dan biaya kebijakan jaminan 
persalinan di Puskesmas Talise kepada 
petugas dan masyarakat dengan 
pendistribusian  yang merata kepada 
sasaran. 
(5) Responsivitas, yang dimaksud dalam 
penelitian ini seberapa besar hasil 
kebijakan jaminan persalinan ini 
memuaskan kebutuhan petugas di 
Puskesmas Talise dan masyarakat. 
(6) Ketepatan, yang dimaksud dalam 
penelitian ini apakah hasil atau tujuan 
jaminan persalinan yang diinginkan 
benar-benar berguna atau bernilai bagi 
petugas dan masyarakat di Puskesmas 
Talise. 
3. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini 
adalah sumber data primer dan sekunder. 
4. Informan penelitian dalam penelitian ini 
ditentukan secara purposive sampling. 
6. Teknik pengambilan dan Penngumpulan 
data  
Untuk pengambilan dan pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode 
berupa observasi, wawancara mendalam 
(in dept interview), dokumentasi.  
7. Teknik analis data yang dilakukan dalam 
penelitian ini berupa analisis kualitatif, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
reduksi data, penyajian data (display data), 
penarikan kesimpulan atau verification. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Visi Puskesmas Talise yaitu 
terwujudnya pelayanan kesehatan yang 
bermutu sesuai pelayanan standar minimal di 
Puskesmas Talise. Misi Puskesmas Talise 
yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
dengan meningkatkan kunjungan sesuai 
dengan program Puskesmas melalui 
pengembangan sarana dan prasarana yang 
ditunjang dengan sumber daya, prasarana 
yang ditunjang dengan sumber daya manusia 
yang profesional, meningkatkan kesejahteraan 
pegawai, serta meningkatkan keramahan 
pegawai. Motto Puskesmas Talise yaitu 
kedatangan dan kepuasan anda adalah 
harapan kami. 
Pegawai merupakan unsur utama yang 
tak dapat dipisahkan dalam pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai yang 
ada di Puskesmas Talise berjumlah 53 orang. 
Upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
dapat terpenuhi dengan berdaya guna dan 
berhasil guna ditunjang dengan  sumber daya 
tenaga kesehatan yang memiliki kinerja yang 
tinggi dan efektif. 
Berdasarkan permasalahan penelitian, 
maka penulis melakukan analisis mengenai 
evaluasi kebijakan jaminan persalinan 
(Jampersal) di Puskesmas Talise Kota Palu 
dengan melihat enam kriteria evaluasi 
kebijakan menurut Dunn (1999: 610) yaitu 
efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, 
responsivitas, dan ketepatan. dengan 
melakukan wawancara melibatkan beberapa 
informan yang dianggap mengetahui dan 
mengerti masalah-masalah yang akan diteliti. 
Kriteria pertama efektivitas. 
Berdasarkan hasil wawancara dari informan, 
maka peneliti mencermati bahwa efektivitas 
kebijakan jaminan persalinan di Puskesmas 
Talise belumlah berjalan efektif walaupun 
dalam pelaksanaannya sesuai dengan juknis 
jaminan persalinan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kesehatan, namun masih adanya 
kendala dalam pelaksanaan kegiatannya hal 
ini disebabkan beberapa faktor diantaranya 
banyaknya praktek bidan swasta yang ada di 
wilayah kerja Puskesmas Talise, belum 
maksimalnya kelas ibu hamil yang merupakan 
cara untuk memantau ibu hamil, kurangnya 
sosialisasi terhadap masyarakat terhadap 
kebijakan ini, tidak adanya dana pendukung 
untuk kegiatan sosialisasi, dan belum 
optimalnya kerjasama lintas sektor serta tidak 
adanya pelatihan terhadap kader kesehatan 
mengenai kebijakan ini, menjadikan 
kebijakan jaminan persalinan yang ada di 
Puskemas Talise belumlah memberikan hasil 
yang maksimal.  
Kriteria kedua efesiensi. Berdasarkan 
hasil wawancara dari informan, maka peneliti 
mencermati bahwa efesiensi kebijakan 
jaminan persalinan di Puskesmas Talise 
dalam meningkatkan hasil yang optimal telah 
melakukan berbagai macam usaha dan 
strategi diantaranya dengan melakukan 
sweiping ibu hamil yang mana dalam 
kegiatan sweiping ini pembiayaannya diambil 
dari dana BOK (Biaya Operasional 
Kesehatan), menempatkan bidan pendamping 
di setiap wilayah dan mengoptimalkan P4K 
(persiapan, perencanaan persalinan dan 
pencegahan komplikasi) dengan maksud 
untuk memantau semua ibu hamil yang ada di 
wilayah kerja Puskesmas Talise serta 
menjadikan posyandu sebagai tempat 
sosialisasi dari kebijakan jaminan persalinan 
dan membantu masyarakat untuk melengkapi 
semua persyaratan dalam memanfaatkan 
jaminan persalinan di sarana pelayanan 
kesehatan khususnya Puskesmas Talise. 
Kriteria ketiga kecukupan. Berdasarkan 
hasil wawancara dari informan,  maka peneliti 
mencermati bahwa kecukupan kebijakan 
jaminan persalinan di Puskesmas Talise 
merupakan usaha yang dilakukan oleh 
petugas kesehatan dalam meningkatkan hasil 
yang optimal dengan melakukan berbagai 
usaha serta strategi dalam memecahkan 
masalah diantaranya peningkatan 
pengetahuan sumber daya tenaga kesehatan 
khususnya tenaga bidan dengan mengikuti 
pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), 
merujuk ibu bersalin ke rumah sakit dengan 
faktor penyulit, merubah sikap petugas 
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kesehatan agar lebih ramah dalam melayani 
ibu hamil, perlunya melengkapi sarana 
penunjang pemeriksaan kehamilan dan 
persalinan serta menghubungi dan 
mengingatkan selalu ibu hamil untuk 
memanfaatkan jaminan persalinan di sarana 
pelayanan kesehatan khususnya puskesmas. 
Kriteria keempat perataan. Berdasarkan 
hasil wawancara dari informan, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa perataaan pembiayaan 
dan pemanfaatan kebijakan jaminan 
persalinan di Puskesmas Talise telah 
didistribusikan secara merata dan sesuai 
dengan petunjuk teknis pelayanan jaminan 
persalinan. Dalam hal pembiayaannya  
walaupun pembiayaan jaminan persalinan 
tergolong rendah tetapi telah membantu 
petugas kesehatan dalam pendapatan insentif 
petugas serta pemanfaatannya Puskesmas 
Talise memberikan distribusi secara merata 
terhadap petugas yang melakukan pelayanan 
pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta 
semua ibu hamil dan ibu bersalin berhak 
mendapatkan pelayanan jampersal, tetapi 
yang menjadi kendala dalam kebijakan ini 
pada saat pencairan dana persalinan jampersal 
kepada petugas selalu terlambat hal ini 
disebabkan karena proses pemeriksaan 
laporan pertanggungjawaban yang terlalu 
lama oleh tim verifikator jampersal, dengan 
adanya kebijakan jaminan persalinan ini yang 
diperuntukkan untuk masyarakat luas 
kebijakan ini sangatlah membantu masyarakat 
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 
serta persalinan di sarana pelayanan kesehatan 
puskesmas secara gratis. 
Kriteria kelima responsivitas. 
Berdasarkan hasil wawancara informan, maka 
peneliti menyimpulkan bahwa responsivitas 
hasil kebijakan jaminan persalinan di 
Puskesmas Talise belumlah sepenuhnya 
memuaskan petugas hal ini disebabkan karena 
tingginya target persalinan yang ditetapkan 
oleh Dinas Kesehatan sehingga capaian hasil 
yang didapatkan oleh petugas kesehatan 
Puskesmas Talise masih berada dibawah 
target persalinan, rendahnya biaya persalinan 
yang diberikan kepada petugas kesehatan 
tidak sesuai dengan faktor resiko yang akan 
diterima petugas pada saat melakukan 
pertolongan persalinan, serta masih adanya 
masyarakat yang belum menggunakan 
kebijakan ini dengan memilih tempat lain 
sebagai tempat bersalin, walaupun petugas 
belum merasa puas dengan hasil yang dicapai 
tetapi pelayanan yang diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat yang menggunakan 
fasilitas jaminan persalinan telah memuaskan 
masyarakat pada saat pemeriksaan kehamilan 
dan persalinan di Puskesmas. 
Kriteria keenam perataan.  Berdasarkan 
hasil wawancara dari informan, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa ketepatan hasil 
kebijakan jaminan persalinan di Puskesmas 
Talise telah memberikan manfaat buat 
petugas yang mana kebijakan jaminan 
persalinan sangat berguna bagi petugas 
kesehatan dengan adanya pembiayaan 
jaminan persalinan yang diberikan kepada 
puskesmas dapat menambah pendapatan 
insentif petugas kesehatan yang melakukan 
pemeriksaan dan pertolongan persalinan di 
puskesmas, dalam peruntukkannya jaminan 
persalinan yang dilakukan oleh Puskesmas 
Talise dengan memberikan pelayanan 
jampersal ini kepada semua sasaran yaitu ibu 
hamil dan ibu bersalin yang ada di wilayah 
kerja Puskesmas Talise dan memberikan 
pelayanan jampersal kepada masyarakat yang 
berasal dari luar wilayah yang membutuhkan 
pelayanan jaminan persalinan yang mana 
kebijakan ini sangat membantu masyarakat 
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 
secara gratis di sarana pelayanan kesehatan 
Puskesmas dan Rumah Sakit pada saat 
pemeriksaan kehamilan dan persalinan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian, 
maka peneliti dapat menyimpulkan:  
1. Dari kriteria efesiensi, Puskesmas Talise 
telah mengambil sebuah kebijaksanaan 
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dengan mengambil dana lain untuk 
menopang jalannya kegiatan ini 
dimasyarakat. 
2. Pada kriteria kecukupan, Puskesmas Talise 
melakukan perbaikan–perbaikan baik dari 
sumber daya manusianya maupun 
perlengkapan alat kesehatan. 
3. Dari kriteria perataannya, pembiayaan dan 
pemanfaatan kebijakan jaminan persalinan                       
di Puskesmas Talise telah didistribusikan 
secara merata dan sesuai dengan petunjuk 
teknis pelayanan jaminan persalinan, baik 
terhadap petugas maupun masyarakat. 
4. Dari kriteria responsivitas, Puskesmas 
Talise telah berusaha memberikan 
pelayanan yang memuaskan kepada 
masyarakat. 
5. Pada kriteria ketepatan hasil kebijakan 
jaminan persalinan, Puskesmas Talise telah 
memberikan manfaat buat petugas berupa 
tambahan pendapatan insentif, sehingga 
kebijakan ini sangat berguna dan 
bermanfaat bagi masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan kesehatan berupa 
pemeriksaan kehamilan dan persalinan 
difasilitas kesehatan secara gratis. 
 
Rekomendasi 
1) Agar pelaksanaan kebijakan jaminan 
persalinan di Puskesmas Talise Kota 
Palu bisa berjalan efektif Puskesmas 
Talise perlunya meningkatkan 
penyuluhan kepada masyarakat dan 
melakukan kerjasama lintas sektor 
mengenai kebijakan jaminan persalinan. 
 2) Bagi pihak Puskesmas Talise dalam hal 
memberikan hasil yang optimal 
kecukupan usaha yang perlu dilakukan 
oleh Puskesmas Talise dengan 
peningkatan sumbar daya tenaga bidan 
sangatlah penting untuk menangani 
persalinan serta melengkapi alat-alat 
kesehatan yang berhubungan dengan 
pemeriksaan kehamilan dan persalinan. 
3) Bagi tim verifikator jaminan persalinan 
Dinas Kesehatan agar bekerja lebih 
cepat dalam hal pemeriksaan 
pertanggungjawaban klaim jampersal 
sehingga pembayaran pembiayaan 
klaim jampersal tidak terlambat kepada 
tenaga bidan. 
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